
 

 

Lampiran 1 : Transkip Wawancara 

Informan  : Bapak I Wayan Darmika (56) Perbekel Desa Sibanggede 

Tempat  : Kantor Kepala Desa Sibanggede 

Hari/Tanggal  : 27 Maret 2019 dan 30 Juni 2019 

Waktu    : 08.20 WITA – selesai 

 

P : Bagaimana pendapat bapak terkait Karma phala? 

I : Karma phala itu dasar landasan kita untuk berbuat dan mengamalkan ajaran agama, 

jadi tiang selaku orang yang takut atau patuh seperti itu istilahnya dengan karma 

phala bekerja di pemerintahan desa niki sesuai profesi tiang untuk melayani 

masyarakat 

P : Apakah masyarakat desa perlu mengetahui bahwa bapak telah bekerja selaku 

pemerintah desa berlandaskan hukum karma phala? 

I : Sangat perlu tahu pada prinsipnya apapun bentuk perjalanan kita apalagi dalam 

pengelolaan keuangan, sebelum kita eksekusi dana itu jelas kita artinya apa  

rapatkan barisan utamanya perwakilan-perwakilan dari masyarakat ke 12 banjar itu 

ya kelian lah, LPM lah itu wajib hukumnya untuk tahu dan kita sosialisasikan begini 

lo, karena apa itu juga artinya mulainya dari kita selaku perbekel yang namanya 

proyek, kita tidak mau yang namanya dari A sampai Z tidak mau kita ada apapun 

itu kaitannya dengan menerima yang namanya presentase dari kita punya rekanan 

karena otomatis jika kita mencari presentase dari rekanan, otomatis lah rekanan itu 



 

 

dimana ya mencari bukan dari kantong sendiri, otomatis dah nilai proyek itu, 

makanya kualitas daripada proyek itu ya otomatis tidak ada kualitas yang kita 

harapkan karena apa sudah terbagi dengan dana itu, sudah di split untuk dana inilah 

untuk dana itulah makanya kita percaya sekali dengan yang namanya karma phala 

apalagi basic saya ngayah sebagai pemangku tidak berani sekali, saya angkat tangan 

untuk itu 

P : Cara lain mensosialisasikan APBDes selain dengan memasang papan informasi? 

I : Sosialisasi itulah kelian, kelian kan dia stakeholder paling bawah akar rumput dia 

artinya kita suruh artinya mensosialisasikan di lapangan ya begitu juga LPM, karena 

LPM disini kan dia langsung selaku tim pengelola kegiatan APBDes itu yaitu 

otomatis bersinergi dengan kelian di masing-masing banjar wajib hukumnya dia itu 

mampu dan bisa mensosialisasikan tentang apalah artinya perjalanan keuangan 

perjalanan APBDes kita di desa, wajib artinya dia bisa mensosialisasikan ke 

masyarakat itu pola dan cara kita  

P : Apakah bisa mengajak pemerintah desa yang lain untuk ikut menerapkan konsep 

hukum karma phala? Bagaimana caranya? 

I :  Bisa, caranya adalah apapun bentuknya sebelum kita mengeksekusi yang namanya 

APBDes kita rapat dulu inilah program-program yang kita ambil misalnya di tahun 

2019 inilah program yang kita ambil, itulah kita rapat dan kita setuju, berdasarkan 

persetujuan itulah adanya APBDes itu sebelum diverifikasi di kabupaten itulah 



 

 

tujuannya yang kita buat di desa antar lembaga sebagai perwakilan masyarakat kita 

di 12 banjar 

P : Apabila terjadi tindakan kecurangan bagaimana penangannya? 

I : Sementara ya apabila ada kecurangan kaitannya dengan pengelolaan APBDes, desa 

yang jelas kita bisa menghimbau kecurangan itu nanti akan kelihatan di pemeriksaan 

ada inspektorat lah ada BPKP disana kelihatan nanti kecurangan kita makanya kita 

sama sekali tidak berani menentang, paling tidak akhir tahun ya datanglah 

pemeriksa itu. 

P : Dalam penyusunan APBDes, apakah bapak dengan beberapa orang saja terlebih 

dahulu atau langsung dengan semua pemerintah atau bagaimana? 

I : Nah itu kan ada stakeholder yang memang harus kita ajak berembug berdasarkan 

usulan-usulan memang kita adopsi usulan-usulan perwakilan banjar masing-masing 

dan kita juga selaku perbekel dengan sekdes disini yang memang berkompeten 

pengelolaan berkaitan dengan pembentukan APBDes itu jelas kita mencari dasar-

dasar darimana, dari RPJM itu kita cari disana kita ambil usulan-usulan dari adat 

misalnya dari bendesa yang mana belum kita ambil satu-satu, akhirnya setelah 

terbentuk kita buat tim, kita rapatkan dengan BPD, LPM, Kelian secara artinya 

lembaga kita bersama-sama ini lo bentukan APBDes kita, dia dah nanti mengajukan 

usulan kalau memang ada pembentukan atau pengusulan kurang dari tim kita, kalo 

memang bisa kita masukkan karena kita menggunakan sistem siskeudes karena yang 



 

 

jelas kita masukkan itu berdasarkan usulan yang sudah ada yang namanya RKP yang 

mana belum.  

P : Bagaimana sistem memilih atau menetapkan pemerintah desa? 

I : Untuk memilih perbekel kita itu melakukan sesuai dengan pemilu secara umum, 

untuk pemilihan pemerintah desa yang lain sudah dari dulu di desa sibanggede ini 

ada 12 banjar sistem yang kita gunakan mendekati dengan yang namanya 

pemerataan, setiap banjar itu harus ada perwakilannya di sini, banjar mana yang 

belum artinya apa yang kita perlukan otomatis akan kita layangkan surat artinya ke 

banjar itu, itu yang dimaksud dengan sistem pemerataan agar ada keterwakilan di 

masing-masing 12 banjar ini 

P : Secara umum apa tugas dan wewenang bapak terkait APBDes? 

I : Terkait APBDes tugas kita ya sama dengan artinya sekdes berkolaborasi bersama-

sama artinya melihat usulan-usulan melalui RPJM lanjut dengan RKP apa-apa saja 

tiap tahun itu kita tuangkan di APBDes artinya mana-mana usulan di RPJM itu 

artinya yang belum ya itu kita ambil satu persatu dalam kurun dari 6 tahun itu kita 

buat RKP mana saja dalam 1 tahun itu yang kita kerjakan  

P : Bagaimana bentuk penerapan konsep hukum karma phala dari pembentukan 

APBDes sampai perealisasiannya? 

I : Dalam menjalankan konsep yang ada di program di APBDes artinya mengacu 

kepada karma phala ya sistem kejujuran disana apapun yang kita program otomatis 

itu yang kita eksekusi dan dalam pengeksekusian itu terus terang kita akan tidak 



 

 

mau main-main karena disanalah akan ada hal hasil untuk kalau kita memainkan 

APBDes itu yang kita terapkan disana, sistem kejujuran dan ketulusan ngayah itu di 

desa  

P : Menurut bapak efektif atau tidak dengan menerapkan konsep hukum karma phala 

dalam upaya pencegahan tindakan kecurangan? 

I : Sangat efektif menurut kita dengan menerapkan konsep hukum karma phala dalam 

menekan tingkat kecurangan efektif karena hasil dari tindakan yang dilakukan bisa 

datang kapan saja, misalnya kita melakukan tindakan kecurangan dan kita masuk 

penjara itu bisa dikatakan sebagai karma yang harus kita terima sebagai akibat dari 

perbuatan kita yang curang dan akan ada karma lainnya yang tetap mengikuti seperti 

buruknya image kita di masyarakat termasuk keluarga juga kan dan ada ganti rugi 

lagi. 

P : Bagaimana proses secara singkat terkait pembentukan sama perealisasian APBDes? 

I :  Awalnya kita memiliki rencana kerja dalam kurun waktu 6 tahun, yang namanya 

RPJM dari sana diambil satu persatu program mana saja yang belum dilaksanakan 

dalam kurun 6 tahun itu dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan desa (RKP) 

setiap tahun kita cari dan kutip mana saja dari RPJM yang akan dikerjakan pada 

tahun pertama, kedua dan seterusnya. Dalam RPJM akan ada sedikit perubahan kita 

lihat dari lapangan dengan skala prioritas dan harus kita kerjakan dan harus masuk 

kembali pada RPJM agar tidak terjadi kesalahan dalam mengkonsep pembangunan 

di desa 



 

 

P : Apa yang dijadikan acuan dalam penentuan program dalam APBDes? 

I : Skala prioritas kita jadikan acuan, bukan pemerataan karena mana yang urgent patut 

kita danai, eksekusi dan perbaiki, kalau pemerataan kan tidak memandang itu, ya 

harus semua, kita disini sesuai dengan arahan pimpinan skala prioritas 

P : Ada atau tidak indikator keberhasilan dari perealisasian APBDes? 

I : Ada, dari pengeksekusian dana itu kan ada artinya presentase, kalua SILPAnya 

tinggi atau banyak tahun berikutnya otomatis dah itu ada hal-hal yang salah konsep 

gitu atau kekurangan konsep artinya tidak jitu dalam mengkonsep tahun itu, itulah 

di SILPA itu kelihatan nanti artinya yang tidak efektif 

P : Menurut bapak pengelolaan APBDes di desa sibanggede ini sudah memenuhi 

konsep akuntabilitas dan transparansi? 

I : Sementara kaitannya dengan itu apapun bentuknya dari akar rumput, dari banjar 

karena di banjar itu kan ada kelian banjar dinas dan adat trus disana ada BPD, LPM 

terus lanjut di desa semua dikumpulkan di desa berdasarkan usulan-usulan itu 

berdasarkan yang namanya pengeksekusian APBDes itu kita ajak lembaga itu 

berembug makanya efektif yang namanya akuntabilitas, kecurangan sudah tidak ada 

lagi karena yang seharusnya kita ajak sudah kita ajak berembug karena perwakilan 

dari banjar itu sudah kita ajak disana mengeksekusi yang namanya APBDes itu  

P : Bagaimana bentuk pertanggungjawaban terkait perealisasian APBDes? 

I : Pertanggungjawaban ya jelas dalam bentuk yang namanya kenyataan yang sudah 

dilihat, ada, kalau memang betul daripada artinya pertanggungjawaban itu nanti 



 

 

kepada BPD Perbekel itu bertanggungjawab mengadakan artinya laporan kepada 

BPD artinya dalam tutup tahun bahwa seperti ini program APBDes sudah terlaksana 

dan bentuk-bentuk dari pertanggungjawaban kita itu kepada yang atasan kita yaitu 

Bupati tetapi laporan itu tetap akhir tahun ke BPD lanjut dah ke Bupati. 

P : Aturan apa saja yang mengikat dalam penyusunan APBDes? 

I : Ada permen (peraturan menteri), permendagri (peraturan menteri dalam negri), 

perda (peraturan daerah), perbup (peraturan bupati) 

P : Apakah penting kepercayaan dari masyarakat terkait APBDes? 

I : Sangat, makanya kita ke desa-desa sebelum atau sesudah kita habis verifikasi di 

kabupaten akhirnya kita membuat APBDes yang namanya kita membuat dan 

menyebarkan bander-bander, poster-poster di banjar-banjar, transparansi kita agar 

masyarakat desa kita mengetahui berapa banyak dana yang kita kelola di desa dan 

peruntukannya untuk apa-apa saja secara garis besarnya ada di papan informasi 

P : Siapa saja panitia pelaksana dalam pengelolaan dana APBDes pak? 

I : bukan panitia istilahnya, namanya tim pengelola kegiatan (TPK) itu adalah pihak 

LPM dan kelian banjar dinas disana masuk dengan jumlah orang menurut dengan 

dana yang kita kelola, artinya setiap proyek misalnya berapa artinya ada 5,7,9 

P : Apakah tim pelaksana ini menyerahkan laporan kepada bapak? 

I : iya nanti dia dulu yang menghandle yang tim pengelola kegiatan, setelah proyek itu 

jadi artinya dia menyerahkan laporan ke kita  



 

 

P :Terkait pertanggungjawaban keatas kan sudah jelas pak, lalu untuk 

pertanggungjawaban kebawah bagaimana pak nggih? 

I : sosialisasi saja karena kita kan sudah punya perwakilan-perwakilan setiap banjar, 

BPD itu, nanti dia yang akan sosialisasi tentang keadaan dan realisasi keuangan, 

sebenarnya pertanggungjawaban tidak ada kebawah, harusnya keatas saja ke bupati 

gitu, kepala desa bertanggungjawab tentang pendanaan itu kepada bupati itu saja, 

tapi karena kita ada rasa agar masyarakat itu juga tau mengetahui dengan dana turun 

sekian akhirnya habis sekian itulah kaki tangan kita dibawah, kelian dinas, BPD, 

itulah sosialisasi nanti ke banjar-banjar. Terkait tanggungjawab kita keatas saja 

sebenarnya, untuk perbekel tidak ada tanggungjawabnya ke bawah, tapi karena 

itudah seperti tadi artinya harus kita masyarakat itu tahu juga berapa sih, makanya 

setiap proyek itu artinya kita melibatkan TPK, dalam TPK itu semua lini ada Kelian 

banjar dinas, LPM. Kalau di desa adat ada disana bendesa disana 

P : Sosialisasi realisasi APBDes ini dilakukan pada saat sangkep itu pak? 

I : iya sama seperti sosialisasi yang dilakukan diawal, selesai rapat tiang langsung 

arahkan untuk kelian agar langsung mensosialisasikan apa-apa saja yang dikerjakan 

di tahun anggaran ini, itu harus pro aktif dia bersama BPD, LPM harus pro aktif di 

banjar itu, makanya sebelum rapat piranti desa di banjar itu harus ada di depan dia, 

kelian banjar dinas dan kelian banjar adat kan jelas itu, untuk membantu kelian 

banjar dinas harus ada LPM dan BPD, untuk membantu kelian banjar adat ya kerta 

desa namanya itu nanti menjelaskan kalau ada misalnya kekurangan untuk 

penjelasan ke masyarakat dia yang menambahkan nanti  



 

 

Informan  : Bapak Reynold Dharma Manullang  (48) Ketua BPD Desa Sibanggede 

Tempat  : Rumah Bapak Reynold Dharma Manullang  

Hari/Tanggal  : 01 Mei 2019 

Waktu    : 19.00 WITA – selesai 

 

P : Bagaimana pendapat bapak terkait Karma Phala? 

I : Sesuai dengan ajaran agama hindu namanya karma phala kan hasil perbuatan ya, 

setelah dilakukan ya, kalau karma phala kita berbicara tentang kedepannya nah itu 

artinya segala akibat yang di lakukan oleh orang, secara tertib administrasi ini 

ranahnya kalau dia melakukan kecurangan atau penyimpangan pengertiannya pasti 

ke korupsi terus yang kedua ketidakmampuan dari staf desa untuk mengelola 

keuangan muncullah nanti dampak dari korupsi itu muncullah nanti karma, dampak 

dari ketidakmampuan dari tertib administrasi kalau tertib administrasi artinya ada 

format tersendiri yang diharuskan oleh peraturan pemerintah.  

P : Secara umum apa tugas dan wewenang bapak selaku BPD terkait APBDes? 

I : Secara umum memang ada 3, menyetujui dan menyepakati peraturan desa, 

menerima saran dan masukan dari masyarakat, mengawasi kinerja perbekel, 

mengawasi kinerja bukan mengawasi orangnya tapi kinerjanya, kinerja nika kan 

beda dengan kerja, kalau kinerja nika apa yang dilakukan oleh pemerinta desa 

hasilnya apa, itu namanya kinerja, ada hasil. Kepala desa yang bertanggung jawab 

terhadap pengelolaan keuanga desa, dia yang bertanggungjawab, bukan tiang, tiang 



 

 

cuma mengawasi kinerja perbekel, artinya apa yang dia lakukan selama ini tiang 

lihat, kalau memang ada miring-miring sedikit tiang luruskan, tiang selaku DPRnya 

desa, secara tertib administrasi semua harus benar sesuai dengan siskeudes. Apa saja 

yang dikerjakan dalam APBDes, Peraturan desa tentang APBDes, ada 5 bidang, 

bidang pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pemberdayaan 

masyarakat, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang tak terduga, itu yang harus 

ada didalam APBDes, ada yang namanya RAPBDes, ada yang namanya APBDes 

setelah itu laporan pertanggungjawaban APBDes,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Informan  : Bapak I Made Suta (58) Ketua LPM  Desa Sibanggede 

Tempat  : Rumah Bapak Made Suta 

Hari/Tanggal  : 1 Mei 2019 

Waktu    : 10.30 WITA – selesai 

 

P : Bagaimana pendapat bapak terkait Karma phala? 

I : Karma phala adalah hasil dari perbuatan, setiap orang yang meyakini agama hindu 

pasti takut dengan apa yang dia lakukan misalnya dia berbuat tidak baik maka dia 

wajib takut segala sesuatunya berdampak tidak baik. Mengambil sesuatu yang 

bukan hak kita itu sudah melanggar aturan sekalipun tidak ada orang yang tahu tapi 

kita sudah yakini hal itu tidak benar jadi tidak kita lakukan 

P : Apakah penerapan konsep karma phala dalam menjalankan tugas bapak selaku 

LPM?  

I : Artinya begini ini kan terkait dengan APBDes nggih kalau gek ingin tahu perjalanan 

APBDes, APBDes itu kan semua yang dilakukan itu berdasarkan apa yang 

berkembang di masyarakat disisi lain wajib dilakukan sesuai aturan main yang 

sudah digariskan dalam peraturan daerah sehingga pelaksanaannya itu barangkali 

gek boleh tanya lah setiap kegiatan kita itu kita tidak ada satu komisi tidak ada 

semua, boleh di cek itu kalau ada pengadaan-pengadaan kayak tanaman silahkan lah 

cek, pernah tidak sibanggede ngambil pernah tidak jangankan LPM termasuk 

kelian-kelian dinas, perbekel, pernah tidak dia mendapat sesuatu, itu salah satu 

komitmen kita bahwa kalau kita  Mengambil sesuatu yang bukan hak kita itu sudah 



 

 

melanggar aturan sekalipun tidak ada orang yang tahu tapi kita sudah yakini hal itu 

tidak benar jadi tidak kita lakukan 

P : Secara umum apa tugas dan wewenang bapak selaku LPM terkait APBDes? 

I : Kita kan posisi kita kalau itu kembali kepada peraturan daerah posisi kita adalah 

membantu perpanjangan tangan dari kepala desa jadi aspirasi yang berkembang di 

masyarakat kita wajib menyampaikan kepada kepala desa, kemudian apa yang 

menjadi kebijakan di desa wajib kita sampaikan kepada masyarakat, jadi dalam 

penyusunan APBDes ini yang berwenang sesungguhnya adalah BPD bersama-sama 

dengan pemerintah desa, Cuma kapasitas kita membantu kepala desa, beda itu, jadi 

kewenangan kita untuk mengatur APBDes itu tidak bisa, kalau BPD baru ikut dia 

karena APBDes itu adalah di tetapkan berdasarkan pertimbangan dari BPD dan 

kepala desa jadi APBDes ditentukan oleh itu, cuma kita ikut membantu lahirnya 

APBDes 

P : Menurut bapak efektif atau tidak dengan menerapkan konsep hukum karma phala 

dalam upaya pencegahan tindakan kecurangan? 

I : Susah dijelaskan sebenarnya gek, kita bicara tentang kepercayaan efektif tidaknya 

penerapan konsep karma phala sebagai upaya pencegahan kecurangan pada 

APBDes tergantung dari orang-orang yang mengelola APBDes itu sendiri, karena 

konsep karma phala ini merupakan konsep yang sulit dijelaskan secara gamblang, 

ada yang percaya dan juga ada yang tidak percaya, akan tetapi sebagai umat 

beragama hindu sudah menjadi kewajiban untuk mempercayai dan menerapkan 

konsep hukum karma phala di Sibanggede sendiri penerapan konsep karma phala 



 

 

dikatakan efektif untuk mencegah tindakan kecurangan karena dari sisi Perbekel 

adalah seorang pemangku yang wajib menjaga kesucian diri baik untuk pribadi 

maupun orang lain sehingga pemerintah desa yang lain juga melaksanakan 

pengelolaan keuangan desa dibawah perintah Perbekel sesuai dengan aturan yang 

berlaku sebagai wujud penerapan konsep karma phala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informan  : Ibu Desak Ketut Suari (47) Kepala Urusan Keuangan Desa Sibanggede 

Tempat  : Rumah Ibu Desak Ketut Suari 

Hari/Tanggal  : 21 November 2018 dan 07 Mei 2019 

Waktu    : 13.00 WITA – selesai 

 

P : Bagaimana pengelolaan keuangan di kantor desa? 

I : Nak keweh ngisi kepercayaan masyarakat gek, apalagi bagian keuangan kene, tapi 

seharusne krama sing perlu inguh, nak prajuru dini mekejang takut ken karma phala 

men sing jujur nak ye ngelah urusan ne jak betara  

P : Bagaimana pendapat ibu terkait karma phala? 

I : Karma phala to bukan sekedar konsep ne gampang diterapkan gek, ada nak percaya 

ada ne sing, tergantung pribadi masing-masing, yen ane percaya jak karma phala 

pasti takut melakukan hal ne pelih, ape ne tanem keto ne mupu, ketolah istilahne, 

apalagi dadi prajuru kene ane ngisi kepercayaan krama 

P : Bagaimana penerapan konsep hukum karma phala? 

I : Penerapan konsep karma phala ini sebenarnya tergantung dari masing-masing orang, 

harus sadar diri sih sebagai pelayan masyarakat, menurut tiang sendiri kita harus 

sadar gimana jadinya kalau kita berbuat baik, gimana kalau tidak baik, intinya harus 

jujur 

P : Bagaimana proses pencairan dana dalam pelaksanaan program APBDes? 



 

 

I : Pencairan dana APBDes harus sesuai dengan nota, harus ditalangi dulu kalau yang 

kecil, kalau yang besar pengamprahannya dengan SPP (Surat Perintah Pembayaran) 

terus ditandatangani oleh yang pertama Sekdes, Pelaksana Kegiatan dan Perbekel 

P : Apa bukti nyata bahwa dalam mengelola keuangan desa ini, pemerintah desa telah 

jujur dan takut akan karma phala bu? 

I : Wajib setiap ada program yang berjalan nanti jika program sudah selesai, kita susun 

SPJ isinya RAB, Realisasi dan jumlah sisa uangnya, disitu juga ada bukti-

pembayaran dan transaksi, ini salah satu wujud transparansi dari pemerintah desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Informan  : Bapak Dewa Putu Ariana (37) Kelian Dinas Banjar Dualang Desa 

Sibanggede 

Tempat  : Rumah Bapak Dewa Putu Ariana 

Hari/Tanggal  : 7 Mei 2019 

Waktu    : 18.40 WITA – selesai 

 

P : Sosialisasi APBDes melalui kelian untuk ke masing-masing banjar, bagaimana cara 

mensosialisasikan itu? 

I : Dilakukan barengan dengan sangkep banjar, dari desa sudah dikasi blangko, berapa 

untuk pembangunan,berapa untuk pemberdayaan masyarakat, sudah dikasi tiang 

sama pak perbekel 

P : Kapan waktu dilakukan sosialisasi? 

I : Langsung barengan dengan sangkep, tidak dilakukan khusus untuk APBDes saja, 

dilakukan pada sangkep patungan banjar yang setiap bulan itu, biasanya hari minggu 

manis buda kliwon  

P : Siapa saja yang hadir pada saat sosialisasi? 

I : Warga banjar pengarep semua, sekitar 40-45 orang 

P : Ada atau tidak masyarakat yang menanyakan secara detail terkait APBDes pada 

saat sosialisasi? 



 

 

I : Biasanya tidak karena sudah diberikan blangko, karena sudah di fotocopy sehingga 

itu saja yang dibaca, kemana saja uang itu dialokasikan  

 

Informan  : Bapak Ngurah Yudistira (36) Masyarakat Desa Sibanggede 

Tempat  : Salah satu Warung di Desa Sibanggede 

Hari/Tanggal  : 10 Mei 2019 

Waktu    : 15.00 WITA – selesai 

 

P : Menurut bapak bagaimana pengelolaan keuangan di desa? 

I : Tiang pribadi percaya dengan orang-orang di kantor desa, pasti bisa mengelola 

dengan baik keuangan, yen care jani liu kasus penyelewengan di kantor desa, akan 

tetapi tiang tetap percaya, apalagi perbekel kita pemangku,  

P : Apa yang membuat bapak bisa percaya dengan pemerintah desa? 

I : Asalkan kita bisa melihat bukti nyata terkait proyek-proyek di desa seperti 

pembangunan jempatan terus ada sosialisasi tentang jumlah dan sumber dana yang 

dikelola desa itu sudah jadi bukti bahwa pemerintah desa itu terbuka, kalau sampai 

curang, nak be ade karmane. 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 2 : Foto 

1. Wawancara dengan Kepala Desa / Perbekel 

   

 

2. Wawancara dengan BPD 

    

 



 

 

 

 

3. Wawancara dengan LPM 

   

 

 

4. Wawancara dengan Kaur Keuangan 

 

 

 



 

 

5. Wawancara dengan salah satu Kelian Dinas 

  

 

 

6. Papan Informasi APBDes 

 
























